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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAIIAN NASI0NAL
DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAII DAN RUANG
Jalan Raden Patah I Nomor 1. Jakerfa Selatan  I   www.ditienDDtr.atrbDn.qo,id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

299/UND-700.32.1.MR.02.02/X/2025                  Jakarta, 23 0ktober 2025
Biasa
1 (satu) berkas
Undangan Rapat Koordinasi Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Tata
Cara Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan
Ruang Tingkat Fhovinsi dan Kabupaten/ Kota

Yth. (daftar terlampir)
di tempat

Sesuai amanat Pasal 212 dan Pasal 216 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,  salah  satu  Pengawasan  Penataan  Ruang  dilakukan
terhadap Kinelja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimana dilakukan
secara beljenjang oleh Menteri yang melakukan pengawasan terhadap kinelja Gubemur,
dan  Gubemur yang melakukan pengawasan  terhadap  kinelja Bupati/Wali  Kota.  Dalam
pelaksanaannya, terdapat muatan substansi terkalt Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
yang  tercantum  dalam  PP  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  dan
Peraturan   Menteri  ATR/BPN   No  21   Tahun   2021   tentang  Pelaksanaan  Pengendalian
Pemanfaatan  Ruang  dan  Pengawasan  Penataan  Ruang yang  perlu  disesuaikan  dengan
ketentuan terkait pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam PP 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang menjadi acuan
dalam  penyusunan   standar  pelayanan.   Terkait  dengan  hal  tersebut,   bersama  ini  karni
mengundang Bapak/ Ibu dalam rapat pembahasan terkalt Standar Pelayanan Bidang Penataan
Ruang untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal       :    Kamis, 30 0ktober2025
Wa]rfu                    :    09.00 WIB -Selesai
Tempat                 :    Ambhara Hotel

Agenda
Jl. Iskandarsyah Raya No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
1.   Pembahasan draft Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang untuk

Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
2.   Pembahasan   draft   penyempumaan   muatan   Pengawasan   Kinerja

Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dalam ran8ka
revisi Permen ATR/KaBPN 21 Tahuri 2021.

Mengingat pentingnya acara tersebut,  kani mohon kesediaan Bapak/Ibu  untuk hadir pada
acara irii, Setiao instansi diharaDkan menu
dilengkapi  surat

askan maksimal 1
tugas  dari instansi pengutus.  Untulc informasi

perwakiLan, dengan
lebih lanjut dan konfirmasi

kehadiran,  dapat  menghubungi  Sdr.  F`endri  (0857-8482-8940)  atau  Sdr.  Rama  (0877-8491-
7919).
Demikian kami sampaikan,  atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu,  kami ucapkan terima
kasih. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Aria India Pumama, S.T., MUM.
NIP.196812281997031001

Tembusan :
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (sebagai laporan).

Dokumen ini sah dan telah ditandatangarLi secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN mcnggunakan
sertifikat elektl.orik BsrB, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, sflakan pindai Kode QR menggunakan
fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v  I.05



Lampiran    I    Surat    Direktur    Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Nomor      : 299/UND-700.32.1.MR.02.02/X/2025
Tanggal    : 23 0ktober 2025

DAF`TAR UNDANGAN

Undangan disampaihan kepada Yth.
I.   Peserta Tatap Muka (Luring|

A.  Instansi Eksternal Kement€rian ATE/BPN
1.   Asisten  Deputi  Pemberdayaan  Partisipasi  Publik,  Kementerian  Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
2.   Asisten     Deputi     Perumusan     Kebijakan     Pelayanan     Publik,     Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3.   Direktur  Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I,  Direktorat  Jenderal  Bina

Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4.   Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal

Otonimi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5.   Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman

Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM;
6.   Ketua Ikatan Ahli Perencana Provinsi DKI Jakarta;
7.   Kepala Dinas Penanalnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI

Jakarta;
8.   Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan;
9.   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;
10. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan  Kabupaten Tangerang; dan
11. Kepala Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.

8.  Kementerian ATE/BPN
1.   Direktorat Jenderal Tata Ruang:

a.  Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
b. Direktur Perencanaan Tata Ruang;
c.  Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang;
d. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;
e.  Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 11;
f.   Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Sekretariat Direktorat Jenderal

Tata Ruang; dan
9.  Kepala Subdirektorat Pedoman Tata Ruang.

2.   Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang:
a. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang;
b. Kepala    Bagian    Program    dan    Hukum,    Sekretariat    Direktorat    Jenderal

Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
c.  Kepala   Bagian   Kepegawaian   dan   Umum,   Sekretariat   Direktorat   Jenderal

Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
d. Kepala Subdirektorat Pengawasan Penataan Ruang;
e.  Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I;
f.   Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 11;
9.  Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Ill;
h. Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV;
i.   Yosafat   Ari   Laksono,    S.T.,   M.T.,   Penata   Ruang   MadyaL   pada   Direktorat

Pengendalian PemarLfaatan Ruang;



j.   Astuti   Yudhiasari,    S.T.,    MURP,    Penata    Ruang    Muda    pada    Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

k. Achmad  Syafii,  S.T.,  M.T.,  Penata Ruang Muda pada Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Fdrang;

1.   Adisti Fhidananti, S.E., MSE. , Penata Ruang Muda pada Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan REang;

in.Sylva A.A  Imadiastputri,  S.Ars.,  M.Si.,  Penata  Ruang  Muda  pada  Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

n. Wayan Nanda Khrisna Pratama,  S.T.,  M.Reg.Dev.,  Analis  Pemanfaatan Ruang
pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

o.  Fendri Hisbullah Febrianto,  S.P.W.K.,  Penata Ruang Pertama pada Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

p.  Nur  Sukma  Suri,  S.T.,  Penata  Fhiang  Pertama  pada  Direktorat  Pengendalian
Pemanfaatan Ruang; dan

q.  Dinda   Zannuba   Arifah,    S.Si.,   Penata   Ruang   Pertama   pada   Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

11.  Peserta Daring (Meeting ID : 387 173 7007  I  Password : WAS2025)-
9 Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;

Kepala Dinas Pekeq.aan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi
LJawa Timur;

4. Kepala  Dinas  Pekeriaan  Umum,   Penataan  Ruang,   Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman Provinsi Bali;

5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;
8.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
9. Kepala Dinas Pekeriaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah

Datar;
10.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang;
11.  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten

Ban8ka Tengah;
12.  Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata RIiang Kota Surabaya;
13.  Kepala Dinas Peketiaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;
14.  Kepala Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar; dan
15.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung;
16.  Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
17.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali;
18.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram;
19.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
20.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon; dan
21.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluhai Tengah.



Lampiran   11   Surat   Direktur   Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Nomor      : 299/UND-700.32.1.MR.02.02/X/2025
Tanggal    : 23 0ktober 2025

SUSUNAN ACARA

RapaLt Koordinasi Penyempumaan Standar PelaLyaLnan dan Tata CaraL Pengawasan KinedaL
Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruapg Tingkat novinsi dan

Kabupaten/Kota
_
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1 09.00 -09.30 Pembukaan acara MC

2 09.30 -12.30

Sesi 1 - Honsep Standar Pelayanan Bidang Penataean Ruang
Penjelasan terkalt Standar Pela.yanan Bidang Penataan

Kepala SubdirektoratPengawasanPenataanRuan8

Ruang, menputi:
a.   Muatan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

untuk pelayanan:
1)  Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rencana

Tata Ruang;
2)  Penyediaan lnformasi Bidang Penataan Ruang;
3)  Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) ; dan
4)  Pengaduan atau Pelaporan lndikasi Pelanggaran

Pemanfaatan Ruang.
b.   Tata Cara Pengawasan Kinelja Pemenuhan Standar

Pelayanan Bidang Penataan Ruang.

Diskusi dan tanya jawab Seluruh Peserta

3 12.30 -13.30 ISHORA

4 13.30 -16.30

Sesi 2 - K®mponcn Pcnilalan Pengrvasan Kinclja Pcmenuhan Standar
Pelayanan Bldang Penataan Ruang
Pembahasan terkait muatan komponen penilaian

Astuti Yudhia8ari, S.T.,MURP'

Pengawasan REnerja Pemenuhan Standar Pelayanan,
melingkupi:
a.  Bentuk layanan konsultasi publik dalam

penyusunan rencana tata ruang;
b.  Bentuk layanan penyediaan infomasi bidang Penata Ruang Muda

penataan ruang; pada Direktorat
c.  Bentuk layanan persetujuan kesesuaian kegiatan Pengendalian

pemanfaatan ruang (P-KKPR) ; dan Pemanfaatan Ruang
d.  Bentuk LayanarL pengaduan atau pelaporan indikasi

pelanggaran pemanfaatan ruang.

Diskusi dan tanya jawab Seluruh Peserta

5 16.30 -17.00 Kesimpulan dan Penutup
Kepala SubdirektoratPengawasanPenataanRuang


